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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan 

hukum terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai 

Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

implikasi hukum ketentuan pengunduran diri Pegawai Aparatur Sipil Negara 

ketika mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara. 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Riau, Badan Kepegawaian Negara Regional VII Kota Pekanbaru 

dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum 

normatif, Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis. Pendekatan 

kedua  menggunakan bahan-bahan hukum yang dikelompokkan menjadi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan-bahan non-hukum. Pendekatan 

ketiga menggunakan analisis data. Dan pendekatan keempat menggunakan 

metode penarikan keseimpulan. Artinya penulis mencoba memberikan gambaran 

secra rinci tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencalinkan diri sebagai 

Pejabat Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai pejabat negara 

berdasarkan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) pegawai aparatur sipil negara harus 

memundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat negara, dengan adanya 

putusan mahkamah konstitusi dengan perkara No. 41/PUU-XII/2014 maka 

pegawai aparatur sipil negara tidak lagi harus mengundurkan diri selamanya tetapi 

hanya mengundurkan diri sementara pada saat mencalonkan diri sebagai pejabat 

negara, sedangkan pasal 123 ayat (1) dan pasal 123 ayat (2) pegawai aparatur sipil 

negara yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari 

jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil, kemudian 

implikasi hukum pegawai aparatur sipil negara ketika mencalonkan diri sebagai 

pejabat negara yaitu statusnya masih sebagai pegawai aparatur sipil negara tetapi 

tidak dapat menggunakan fasilitas instansi pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


